
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN2021

TENTANG

GRANDDESIGNPEMBANGUNANKEPENDUDUKAN

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMURTAHUN2021-2035

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAES~

BUPATITANJUNG JABUNG TJMUR,

Menimbang a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan
pernbangunan dalam jangka waktu tertentu agar
terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal

, bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung
.Jabung Timur, perlu merryusun Grand Design
Pemban'gunanXependudukai1.;.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Grand Design
Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2021-2035;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Kovensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on
The Elimination of All Froms of Discrimination Againts
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

--- --------------------------------------------



4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik 'Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolagun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ten tang Pembetukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5494);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagai telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
5679);

12.Peraturan Pemerintah Nomor87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5614);

13.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang
Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor310);

14.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2017
Nomor1312);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(LembaranDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013 Nomor5);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
TANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2021-2035.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Grand Design Pembangunan: Kependudukan yang selanjutnya disingkat
GDPKadalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima)
tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan
target pembangunan kependudukan.

7. Pembangunan Kependudukan adalah Upaya mewujudkan sinergi,

sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan
kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan
mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi
kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama,
serta lingkungan penduduk setempat.

9. Penduduk adalah warga NegaraIndonesia dan orang asing yang bertempat
tinggaldi Indonesia.

10.Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan
antara jumlah penduduk lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

11.Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan
nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
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produktivitas,tingkat sosial,ketahanan, kemandirian,kecerdasan, sebagai
ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati
kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian,

berkebangsaandan hidup layak.
12.MobilitasPenduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati

batas wilayahadministrasi pemerintahan.
13.Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak

keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya
dukung alam dan daya tampung lingkungan.

14.Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayananpublikdan pembangunan sektor lain.

15.Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh

instansi pelaksanaan yang mempunyai kekuataan hukum sebagai alat
bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

16.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh

seseorangdalam registerpencatatan sipilpada instansi pelaksana.
17.Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala

bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan
kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tamping lingkungan
serta memenuhi kebutuhan gerenasi sekarang tanpa harus mengurangi
kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang
kehidupan bangsa.

Pasal2

(1) DenganPeraturan Bupati ini ditetapkan GDPKDaerah untuk periode 15
(limabelas)tahun.

(2) GDPKDaerah Tahun 2021-2035merupakan acuan dasar berbagai pihak
baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam perencanaan
pembangunankhususnya pembangunankependudukan.

Pasal3

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman terhadap arah PembangunanKependudukanagar lebih terarah,
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efektif, efesien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan

kesejateraan masyarakat berbasis kependudukan.
(2) GDPKDaerah Tahun 2021-2035 ini bertujuan :

a. meningkatkan informasi kependudukan yang berkualitas;
b. meningkatkan pengendalian jumlah penduduk;
c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk;
d. meningkatkan tingkat pendidikan penduduk;

e. meningkatkan kesejateraan penduduk;
f. meningkatkan akses dan pemerataan pembangunan gender yang

berkeadilan dan berkesetaraan;
g. meningkatkan akses dan pemerataan pemenuhan hak anak;
h. meningkatkan ketakwaan, keharmonisan dan wawasan nasionalisme

keluarga dalarn:pembangunan; dan
i. meningkatkan persebaran penduduk secara berkeadilan dan

berkelanjutan.
BABII

SISTEMATlKA
Pasal4

(1) GDPKKabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2035 ini disusun

dengan sitematika sebagai berikut :

a. BABI
b. BAB'II

c. BABIII

d. BABIV
e. BABV

f. BABVI

PENDAHULUAN.
KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNGTIMURSAATIN!.
KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNGTIMURYANGDIINGINKAN.
POKOK-POKOKPEMBANGUNANKEPENDUDUKAN.
ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR.
PENUTUP.

BABIII
PELAKSANAANGDPK

Pasal5

(1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara

terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

mengikutsertakan peran masyarakat.
(2) Koordinasi GDPKdilaksanakan oleh tim koordinasi GDPKsebagai wadah

koordinasi yang bersifat nonstruktural.



BABIV
TIMKOORDINASI

Pasal6

(1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten mempunyai tugas

mengoordinasikan dan menyingkronisasikan penyusunan kebijakan dan
program, pelaksanaan, dan' pengawasan pelaksanaan GDPKdi wilayah

Kabupaten.
(3) TimKoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas :

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan

c. Anggota.
(4) Keaggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas unsur pemerintah daerah dari perangkat daerah terkait dan lembaga
nonpemerintah terkait serta pihak yang dipandang perlu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan
keanggotaan, kesekretariatan, dan tatakerja Tim Koordinasi pelaksanaan

GDPKKabupaten diatur oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan
mengenai kelembagaan kependudukan yang diatur dalam Peraturan

Presiden.

Pasal 7

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal6 ayat (1),dapat dibentuk KelompokKerja.

(2) KelompokKerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas;
b. kelompokkerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
c. kelompokkerja bidang pembangunan keluarga;
d. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas

penduduk;dan
e. kelompokkerja bidang pembangunan database kependudukan.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Grand Design Kependudukan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020 (Berita Daerah
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Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2015 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal a.B .jU(,1 2021
@O~TANJUN ABUNGTIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~8 .::Jf.lLI 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2021
NOMOR 18

~lAH DlTELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang . Undangan

CTELAH~D~I.!'KESENARANNYA
KABIOfSEK folE'rARiS i;fr.lt Ui';Aj PfNGtNUAll~"~~NOUOUJDMHr~i


